
Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 44 TAHUN 2019 

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 Ayat 

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk 

Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah

Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 28 · Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran. 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 ten tang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3243); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 

Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4027); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 604); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layap.an Umum Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 

ten tang Pembentukan Produk Hukum 

Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 54 Tahun 2017 

ten tang Penyediaan, Pencairan, Dan 

Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

31. Peraturan Daerah Kata Blitar Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2) 



Menetapkan : 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR 

BELANJA 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Blitar; 

2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalahWalikota Blitar. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar; 

5. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah/ Satuan Kerja 

Perangkat Daerah atau disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai 

unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

6 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

pemenyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut . 

. ~ 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memut kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan 

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada SKPD/ PPKD untuk setiap program 

sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD/ PPKD sebelum disepakati 

dengan DPRD; 

10. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan 

memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil, mengutamakan 
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upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang 

diteta.pka.n berda.sarkan sa.sa.ran yang henda.k dica.pa.i <la.lam sa.tu ta.hun 

anggaran. 

11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian 

kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 

PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program 

sebagai acuan dalampenyusunan RKA- SKPD. 

13. Program adalah bentuk instrumen penjabaran kebijakan dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan 

pembangunan daerah. 

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber 

dayamanusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/ jasa. 

15. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun 

berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan 

kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan 

kegiatan. 

16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

17. Keluaran (output) adalah barang atau jasayang dihasilkan oleh kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

program dan kebijakan. 

18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat 
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20. RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan 

untuk melaksanakannya. 

21. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan 

kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama 

dalam rangka penyusunan rencana belanja. 

22. Pengendali belanja (cost driver) merupakan faktor-faktor yang memicu 

biaya/ belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali belanja 

berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis 

kegiatan yang dilaksanakan. 

23. Belanja Tetap adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja 

yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak 

dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu 

kegiatan. 

24. Belanja Variabel adalah satuan pengendali belanja yang merupakan 

belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan 

atau target kinerja suatu kegiatan. 

25. Rumusan ASB rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya 

belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja 

fixed cost dan variable cost. 

26. Satuan Harga Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan 

jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam 

periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan 

(\ pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu. 

27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar ang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanankan 

kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD yang terdiri dari 

pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai kebutuhan. 

29. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD 

adalah rencana kerja dan anggaran badan/ dinas/ biro keuangan/ 

bagian selaku Bendahara Umum Daerah. 
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30. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah perencanaan dan penganngaran yang berisi program, kegiatan 

dan anggaran SKPD. 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA

PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dinas/ biro 

keuangan/ bagian selaku Bendahara Umum Daerah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dimaksudkan sebagai alat 

ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama 

untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. 

Pasal 3 

ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini bertujuan: 

a. untuk menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas 

Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah 

kegiatan; 

b. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan 

c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam 

,t'"\ rangka pengendalian anggaran. 

(1) Muatan ASB terdiri dari: 

a. Definisi; 

b. Nama Kegiatan; 

c_ Ru.mu.san ASB; dan 

d. Alokasi Obyek Belanja 

BAB III 

MUATAN ASB 

Pasal 4 
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(2) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan 

Pengertia.n, Penjelasa.n dan Batasan dari kelompok kegiatan yang 

mempunyai karakteristik yang sama. 

(3) Nama kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, diberikan 

dalam dokumen RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan jenis ASB. 

(4) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan 

metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan 

yang termasuk dalam kelompok kegiatan dengan karakteristik yang sama 

dan total belanja dimaksud tidak boleh melebihi dari total belanja yang 

dihasilkan dari Rumusan ASB 

(5) Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, 

berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada 

RKA-SKPD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik 

yang sama 

Pasal 5 

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam 

lampiran peraturan W alikota ini 

Pasal 6 

( 1) Dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dapat menganggarkan : 

a. belanja diluar rincian obyek belanja yang diperkenankan 

/\, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (5); 

b. melebihi prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap

tiap obyek belanja, dengan syarat prosentase jumlah obyek belanja, 

induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari prosentase yang 

telah ditetapkan pada Alokasi Obyek Belanja; dan 

c. melebihi dari prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk 

tiap-tiap rincian obyek dengan prosentase jumlah rupiah melebihi 

dari prosentase yang telah ditetapkan pada Alokasi Rincian Obyek 

Belanja 

(2) Dalam rangka mendapatkan Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1), 

maka Perangkat Daerah pengusul wajib melakukan koordinasi dengan 

Perangkat Daerah terkait dan berpedoman pada ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan 
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BAB III 

KETENTUAN PERALlHAN 

Pasal 7 

(1) Peraturan Walikota ini ditindaklanjuti dengan penyusunan serta 

penetapan Standar Harga Barang dan Jasa 

(2) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Harga 

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka dilakukan 

penyesuaian Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah 

(3) Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Diundangkan di Kota Blitar 

Pada tanggal 18 Juli 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

ttd. 

RUDY WIJONARKO 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 18 Juli 2019 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 44 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, 

AHMAD TOBRONI, SH. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19670909 199803 1 008 
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